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PERAN UNICEF DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN
ANAK DI INDONESIA

Nurhasan, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Child trafficking occ
information, as well as weak
dealing with child trafficking issues in
Indonesian government through coop
Elimination of Child Trafficking (
trafficking figures in Indonesia are ex
security forces, geographical location,
efforts made by UNICEF an
Indonesia to be less than optimal.

Keywords: Unicef, Children, Child Trafficking

urs due to several factors, namely poverty, lack of education and
law enforcement efforts in Indonesia. One of UNICEF’s roles in
Indonesia is the involvement of UNICEF in assisting the
eration carried out in the National Plan of Action for
NPAs), but the obstacles faced by UNICEF in an effort to reduce
ternal factors originating from the scope of local governments,
legal institutions, and the community which have caused the
d the central government in dealing with child trafficking problems in

ABSTRAK

Child trafficking terjadi karen

a beberapa faktor, yakni kemiskinan, kurangnya
penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah.

pendidikan dan informasi, serta upaya . ; ndony
Salah satu peran UNICEF dalam menangani masalah c}}ﬂd trafficking di Indonesia adalah
JCEF dalam membantu pemerintah Indonesia melalui kerjasama

dengan Keterlibatan UN
gram

National Plan of Action for the Elimination of Child

Yang dij kan dalam pro : ;
g dijalankan P hambatan yang di hadapi oleh UNICEF dalam upaya untuk

Trafficking (NPAs), namun

an di Indonesia adalah Adanya faktor eksternal yang

menurunkan angka perdagang
runkan angi@ P rintah daerah, aparat keamanan, letak geografis, lembaga

e

ber i lingkup perm
asal dari ruang lingkup P menyebabkan upaya yang dilakukan oleh UNICEF dan

hukum, dan masyarakat yang
Pemerintah pusat dalam men
tidak maksimal.

Kata Kunci: Unicef,

1. Pendahuluan

Masalah perdagangan manusia

(Human Trafficking) bukan lagi hal yang

bary, tetapi sudah menjadi M asalah
. . t-

Nasional dan internasional yansg berlaru

laryt, yang sampai saat ini belum dapat

angani masa

lah perdagangan anak di Indonesia menjadi

Anak, Perdagangan Anak

diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah
setiap Negara, maupun oleh organisasi-
organisasi internasional yang berwenang
dalam menangani masalah perdagangan
manusia tersebut. Perdagangan manusia

berkaitan
1

(human trafficking )
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tahun. Anak adalah manusia yang belum
matang, didefinisikan dalam hukum
internasional adalah mereka yang berusia
. dibawah 18 tahun! Masa kanak-kanak
. adalah suatu tahapan dalam siklus
| mereka

sebelum

|
\
|
!
|
!
| kehidupan anak

. mendapat peran dan bertanggung jawab
, penuh sebagai orang dewasa. Masa anak
~ masih  memerlukan perhatian dan
- perlindungan khusus, seiring dengan

persiapan menuju pada kehidupan

- mereka menjadi orang dewasa. Meskipun
' demikian, setiap kebudayaan memiliki
| kata yang berbeda untuk berbagai
tahapan dalam masa kanak-kanak, dan
harapan tentang apa Yyang dapat
dilakukan anak pada masing-masing

tahapan.

Perdagangan Anak

Perdagangan anak merupakan
salah satu bentuk tindakan kejahatan yang
dapat dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang atau sebuah lembaga
terhadap ia belum berusai 18 tahun, maka

ia adalah anak termasukyang masih di

dalam kandungan. Perdagangan

anak didefinisikan oleh ODCCP (Office

for Drug Control and Crime Prevention)

sebagai pemindahan,

perekrutan,
pengiriman, penempatan atau menerima

anak-anak di bawah umur untuk tujuan

eksploitasi dan itu menggunakan
ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan
lainnya seperti penculikan, penipuan,
kecurangan, penyalahgunaan

wewenang maupun posisi penting.

Perdagangan anak biasanya bertujuan:

Eksploitasi untuk pekerjaan
(termasuk perbudakan dan tebusan),

» Eksploitasi seksual
(termasuk prostitusi dan pornografi
anak),

» Eksploitasi untuk pekerjaan ilegal
(seperti mengemis dan perdagangan
obat terlarang),

e Perdagangan adopsi,

e penjodohan.

Trafficking anak dan perempuan
dapat dibedakan dalam 3 (tiga) unsur.
dilakukan

masing-masing  dalam

Pembedaan berdasarkan
peranannya
tindakan perdagangan (trafficking):

1. Pihak yang berperan pada awal
perdagangan;

2. Pihak yang menyediakan atau
menjual orang yang
diperdagangkan;

3. Pihak yang berperan pada akhir
rantai perdagangan sebagai

penerima/pembeli orang Yyang
diperdagangkan atau sebagai
pihak yang menahan korban untuk

dipekerjakan secara paksa dan

3



yang mendapatkan keuntungan
dari kerja itu.

Modus  operandi

terhadap  kelompok

rekrutmen
rentan  biasanya
dengan rayuan, menjanjikan berbagai
kesenangan dan kemewahan, menipu
atau janji palsu, menjebak, mengancam,
menyalahgunakan Wwewenang,

menjerat
dengan hutang,

mengawini  atgy
memacari, menculik, menyekap atay

memerkosa. Modus lain berkedok

tenaga  kemja untuk bisnis
entertainment, kerja di Perkebunan atau

mencari

bidang jasa di luar negeri dengan upah

besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitap biaya
untuk melahirkan atau membesarkan

anak dibujuk dengan jeratan hy
Supaya anaknya boleh diadopsin

agar
dapat hidup lebih baik, nhamun kemy,

dijual kepada yang menginginkan, Anak-

bawah umur dibujuk agar
bersedia melayani Para pedofjj dengan
memberikan barang—barang keperluan

mereka bahkan janji untuk diseko

lahkan
UNICEF

Unicef adalah singkatan dari “Uniteq

Children 's

Nations Emergency

Fund” dimana Organisasij internasional
yang di bawah Naungan PBB jp; didirikap,
pada 11  Desember 1946 untuk

kemanusiaan
anak Yang hidup

memberikan bantuan

khususnya kepada anak-

ang |

ol
didunia yang luluh lantah akibat \
perang dunia ke II. Awal terbentukny

P
Unicef dimulaj ketika Perang Dunia
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Pemimpip, Unicef berpikir itu yang Paling
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Para Pemilnpin

k
+ Petani, dan kelomp?
ama]

Untuk mMembant pe’cel.'nﬁ'ka‘Il

asilkap lebih banyak susu di Erop?
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da tahyn 1950, Unicef ak#"

UNICEF  tidak

k anak di selurul

PBB "8 Sekarat, Pada tahun 195%
memutuskan

UNICEF bagian

n karena banya

untuk men‘lbuat

Permanen dari PBB




| |Mereka juga resmi berubah nama menjadi

| |Dana Anak PBB.

Setelah  krisis pangan dan
medis dari akhir 1940-an berlalu

Unicef terus melakukan perannya sebagai

1

|
|
|

organisasi bantuan untuk anak-anak dari
negara-negara bermasalah dan selama}
tahun 1970 tumbuh menjadi penganjur
vokal tentang hak anak. Selama tahun

1980, Unicef membantu Komisi HAM PBB

' dalam penyusunan Konvensi Hak Anak.

Setelah diperkenalkan kepada Majelis

| Umum PBB pada tahun 1989, Konvensi

| Hak Anak menjadi manusia yang paling

| banyak meratifikasi

perjanjian hak

~ dalam sejarah, dan Unicef memainkan

peran penting dalam memastikan
penegakannya.

Pada tahun 1946 tantangan besar
pertama Unicef adalah membantu anak-
anak di Eropa yang hidupnya telah
hancur akibat Perang Dunia II. Selama 65
tahun terakhir Unicef telah menjadi
kekuatan pendorong di belakang visi
dunia untuk semua anak. Unicef memiliki
otoritas global untuk mempengaruhi para
bekerja

pengambil dan

keputusan,
dengan mitra di tingkat akar rumput
untuk mengubah ide inovatif menjadi
kenyataan,

Dari

Pada tahun 1940-an Unicef saat ini bekerja

awal di Eropa

di 190 negara melalui program negara dan
Komite Nasional. Unicef adalah kekuatan
pendorong yang membantu membangun
hak-hak

anak terealisasikan. Unicef memiliki

dunia di mana setiap
otoritas global untuk mempengaruhi para
pengambil keputusan, dan berbagai mitra
di tingkat akar rumput untuk mengubah
ide yang paling inovatif menjadi
kenyataan. Itulah yang membuat unicef
tergolong unik di antara organisasi-
organisasi lain dunia, dimana mereka
selalu berhadapan langsung dengan anak-
anak atau kaum muda lainnya, karena
setiap anggota unic'ef percaya bahwa
mengasuh dan merawat anak-anak adalah
pilar kemajuan manusia.

Unicef merespon terhadap anak
dalam situasi darurat, seperti jenis produk
makanan dan membangun kembali
infrastruktur kesehatan di daerah yang
dilanda perang. Unicef juga bekerja untuk
mempromosikan kesehatan anak dan
kesejahteraan non-situasi darurat, dengan
program berkelanjutan yang berupaya
untuk mengurangi pekerja anak atau
menyusui advokat.

Prioritas UNICEF dapat
dikelompokkan menjadi lima bidang
strategis utama, yakni:

1. Kelangsungan Hidup Anak dan

Pembangunan



mencari bantuan dinegara dimana mereka
dijual karena mereka tidak memiliki

kemampuan unutuk menggnakan bahasa

dinegara tersebut.
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e Perlindungan (Protection).
« Pengembalian keberfungsian sosial

anak agar dapat melaksanakan

perannya secara wajar
(rehabilitiasoan).
e Pemulihan kondisi mental

anakakibat tekanan dan trauma
(revovery).

e Advokasi.

o Penyatuan kembali anak pada
keluarga asli, keluarga pengganti,
lembaga lainnya (reuniﬁkasi).

Penguatan komitmen pemerintah

Republik Indonesia dalam penghapusan

perdagangan orang tercermin  dari

Keputusan Presiden Republik Indonesia

- Nomor 88 Tahun 2002, tentang Rencana

Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan

Perempuan dan Anak (RAN—PBA) dan

adanya Undang-Undang Penghapusan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU
PTPPO). Program Legislasi Nasional 2005-
2009 menegaskan RUU Tindak Pidana
Perdagangan Orang perada diurutan 22
dari 55 prioritas RUU yang akan dibahas

pada tahun 2005. Penindakan hukum

kepada pelaku (trafﬁcker) digiatkan

Melalui peningkatan kapasitas penegak

hukum gerta peningkatan kerjasama

dengan pemangku kepentingan yang lain

dan pihak penegak hukum negara 52
onesia

habat

sehingga Kepolisian Republik Ind

berhasil memproses 23 kasus dari 43 kasus
yang terungkap. Upaya-upaya diatas
cukup membuktikan bahwa pemerintah
Indonesia tidak tinggal diam dalam
melihat kasus perdagangan anak ini,
meskipun pada kenyataanya penerapan

dari upaya-upaya tersebut masih sangat

‘ jauh dari yang diharapkan.

Indonesia merupakan negara di
kawasan Asia Tenggara yang memiliki
jumlah

perdagangan anak internasional. Olehnya

terbesar  dalam  praktik
itu UNICEF sebagai badan atau lembaga
yang menangani masalah perlindungan
anak menaruh perhatian yang sangat
besar terhadap Indonesia. Saat ini
program-program UNICEF di Indonesia
mencakup serangkaian isu, yakni:

1. Kesehatan dan Gigi

2. Pendidikan Dasar untuk Semua

3. Perlindungan Anak

4. Memerangi HIV/AIDS

5. Air dan Kebersihan Lingkungan
dalam

Keterlibatan UNICEF

membantu pemerintah Indonesia juga
yang

dijalankan dalam program National Plan

terwujud melalui  kerjasama

of Action for the Elimination of Child
Trafficking (NPAs) dari tahun 2002
sampai dengan tahun 2007.
Pengimplementasian National Plan of

Action for the Elimination of Child

9




Trafficking (NPAs) terwujud dengan
adanya pelaksanaan program-program
yang berkaitan dalam upaya menangani

masalah perdagangan anak di Indonesia

(2002-2007). Namun dalam menjalankan

peran dan fungsinya sebagai organisasi

internasional, UNICEF kurang

mendapatkan hasil yang optimal. Dalam

upaya  untuk  penurunan angka

perdagangan anak di Indonesia darj tahun
2002 sampai dengan tahun 2007, UNICEF

bersama dengan pemerintah Indonesia

tidak memperoleh hasil sesuai target
pencapaian. Hal ini dikarenakan UNICEER

memiliki beberapa hambatap dalam

menjalankan perannya.

Dengan semakin banyakn),a Kasug.

kasus  perdagangan anak di  duniy
khususnya di Indonesia, UNICEFR seba eai
satu-satunya organisasi dj dunia yan
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prinsip-prinsip dalam deklarag; hak.

hak
anak serta dengan Pendauan

Yang

sistematis dari konvensi hak anak ta,
un

1989 UNICEF menjalankan fun

8Siny,
dalam memerangi perdaganggr, anak g;
1

seluruh  dunia. Dalam Menjalay,

kan
fungsinya di Indonesia, UNICEF dis

lam

mengatasi perdagangan b@kErja der\g
an

sebuah konsep yang b@rtuma
n

menciptakan sebuah lingkungan ya?g \
memberi perlindungan kepada ani.lk-\
Dengan membagun lima komponen yai i
mc—zningkatkan ‘\

terhaddp

peraturan, budaya,

kewaspadaan anak

=

. nak
Perdagangan anak, melibatkan o
melalui

i

B i e

untllk
forum-forum  anak

an
menyuarakan bahaya dari Pfdagang

an
anak, :

komitmen pemeriﬂtah’

alah
mengkampanyekan me>

. kant
perdagangan anak, maka diharapP

. esld
Masalah Perdagangan anak di Indon
akan

|

membu¥® \

Jah
o
semakm‘ \

berkurang, serta

5
kesadaran masyarakat akan DM@

Perdagangan anak  dan

ang
mendomng Pemerintah untuk meme’

tall
Masalah Perdagangan anak. Ha™ b

a

Y218 dihadapi olep, NICEE dalam upa)’ﬂ
2

untUk menutunkan angka perdagaﬂg r
di I“donesia fakto

adalah adanya

ek . okup
Sterna] Yang berasal dari ruang lin

e -

113mer1ntah daerah, aparat keam? i

ety . da
Beografis, lembaga huku

na

ay?
Yang menyebabkan vp

permas?
v mﬂ

. bt
n . __‘rf.,(:?
mengkhawatlrkan te



enurut penulis ada beberapa hal yang

apat dilakukan antara lain :
Pertama, Pemerintah harus
empunyai ketegasan dalam
memberikan jjin untuk bekerja keluar
Negeri terutama apabila ada yang akan
memalsukan dokumen, bukannya malah
memberikan dukungan kepada para
pelaku perdagangan yang biasanya
membuat dokumen palsu karena ingin

keuntungan dengan

memperoleh
'menerima suap untuk keuntungan
| 'pribadinya  seperti  yang terjadi
dibeberapa Negara lainnya.
| Kedus, Meningkatkan ekonomi calon
' korban sebagai salah satu cara mencegah
‘adanya perdagangan dan kesadaran
| publik khususnya para calon korban

* mengenai trafficking ~ serta

| perlindungan yang diberikan kepada para

bahaya

korban, selain itu juga agar pemerintah
mau bekerjasama dengan organisasi non

i
Pemerintah dalam memerang

Perdagangan manusia.

m
Ketiga, menciptakan suatt progra

; i tuk

dan inisiatif di luar negen un
i i asi

Membantu mengintegrasl, me-reintegr
korban.

dan  pemulihan ~ para
Menyediakan perlindungan bagi para
korban  pentuk-bentuk perdagangan.
Selain gy upaya-upaya yang dapat

dilakukan untuk memberikan

perlindungan hukum terhadap anak dari

tindakan trafficking (perdagangan) antara

lain adalah hendaknya aparat Kepolisian,

Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan,

konsisten dalam menangani kasus

trafficking (perdagangan) anak dengan
memberikan prioritas penangan dan

}nenghukum terdakwa dengan hukuman

yang setimpal sesuai dengan

perbuatannya.

Upaya untuk mencegah dan menangani

masalah child trafficking juga harusnya

dilakukan dalam tiga tingkatan:

1. Ditingkat komunitas hendaknya
memperkuat ketrampilan korban
dan keluarganya untuk melawan
perdagangan anak, lewat

pendidikan, pengorganisasian atau

advokasi kasus secara individu
maupun kolektif.

2. Ditingkat masyarakat, hendaknya
ada kampanye dan pendidikan
tentang perdagangan anak serta
usaha-usaha untuk melawannya.

3. Ditingkat negara hendaknya lobi
dan kampanye pada pembuat
kebijakan (pemerintah) tentang

hukum dan

perubahan

penegakannya.

PENUTUP



Kesimpulan

1. Child  trafficking  terjadi karena

beberapa faktor, yakni kemiskinan,
kurangnya  pendidikan dan

informasi, serta upaya penegakan

hukum di Indonesia yang masih

lemah
2. Pemerintah Indonesia telah
melakukan  berbg gai kebikajan

dalam menangani masalah child
trafficking ini, antarg lain dengan

adanya undang—undang no.21

undang ng 93
tahun 2002, serta dengan adanyq

Lembaga RPSA (Rumah
Perlindungan Sementara anak),
3. Salah satu peran UNICER dalam

menangani masalah

trafficking dj

tahun 2007, undang~

chilg
Indonesig adalah

dengan Keterlibatan UNICEF

dalam  membanty pemerintah

Indonesia melaluj keljasama Van

dijalankan dalam Program

for the

Yang di
hadapi oleh UNICER dalam ,,

National Plan of Action
Elimination of Child Tra

(NPAs), namun hambatyy,

Payg
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. s1
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